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UU Perampasan Aset

asih Tunggu Lobi Politik

kesepahaman di antara pimpinan partai politik dibutuhkan agar proses pembahasan

Rancangan Undang Undang Perampasan Ascl bisa mulus.

JAKARTA, KOMPAS — Dua pekan
setelab pernyataan  dukungan
dari Presiden Prabown Subi-
anto pada pembabasan Ran-
cangan - Undang-Undang  Pe-
rampazan Aset, belum tampak
progres yang signifikan terkait
pembabasan regalasi yang di
butuhkan untuk pemberantas-
an korupsi terscbut. Lobi-lobi
politik disebut belum  tuntas,
Begitu pula pembicaraan ter
kait siapa yang menginisiasi
rancangan undang-undang it

Menteri Hukum Supratman
Andi Agtas mengatakan, lah
pernyataan dukungan dari Pre-
siden Prabowo agar Rancangan
Undang-Undang (RULD Peram-
pasan Asct dibahas sesegera
mungkin, di hadapan buruh sa-
at lari Duruh, 1 Mei s

komunikasi politik sudah di-

Jjalin Presiden dengan pimpinan

|'Ml'lll litik, Kemunikasi agar

1 Perampasan Aset bisa se-
dihahas,

Menteri Sckretaris Negara
Juga  sudah  menvampaikan,
Presiden sudah berkomunikasi
denwn seluruh ketus wmum
prtai [Ju]m]. Jaddi, bia |:rk..mdu]u
]‘-|n-<_\- ini his ullm‘l.gl
wsa pe

I11|1(|aldl1‘|2d|1d|1 nots kesepa-
haman  antara  Kementerian
Hukum dan 20 kementeri-

an/lembaga di kantor Kemen
terian Hukum, Jakarta, Rubu
(14/5/2025).

Komunikasi ini, kata Suprat-
man, penting  karena  un
dang-undang merupakan pro-
duk politik. Adanya  kesepa-
haman di antara pimpinan par-
tai politik dibutohkan agar pro
aes pembahasannya hisa dila-

kukan dunpn mulus dan bisa

man bLJ mm JlJ u.mr
coba menjali i
tas partal di DPR Komw
utamanya  untuk  membz
apakah BULN Perampasan Asct
tetap menjadi RUL inisiatif pe-
merintah atau DPE.

Untuk ini, ia mengaku sudah
menugaskan khusus kepada Di-
rektur Jenderal Persturan Per-
undang-umiangan Kementeri
an Hukum Dhahana Putra se-
sepern mungkin berkoordinasi
dengan Badan Legislasi DIFR,

"Nanti dilibat apa yang men-

Jadi keputusan dalam penyu-

sunan Prole (Program Le
pislasi Masional) vang akan da-
tang. Apakah akan tetap men-

Jjadi inisiatif pemerintah atan

kemungkinan untuk lebib ce-
patnya bisa menjadi inisiatif
DPIL" ujar Supratiman.

i perinde kedus pemerin-
tahan Presiden ketujuh BRI Joko
Widodo, RUU Persmy Aset
merupakan RUU in pe-
merintah, Padas swal Mei 2023,
Jokowi bahkan sudah menye-
rahkan surat presiden (surpres)
berikut deaf BUL Perampasan
Aset untuk pembahasan RUU
itu ke DPH Namun, hingsa
akhir masa pemerintahanmya,
LUL it tak konjung dilahas,

Memasuki  pemerintahan
Presiden Prabowo, s
hahasan rolegnas 2 i
tabun lalu, RUT tersebut di
putuskan pemerintah dan DI'R
tidak masuk di dalameya, BUL
hanyva dimasukkan dalam Pro-
legnas Jangka  Menengah,
20:25-2029, Padahal, syarat agar

RLUL biga dibahas harus masuk
ke Prolegnas tabunan,

Jika ditilik ke belakang, RUL
tpasan Aset ini telah di
oleh

|JI.'|'|_'."||N'||"'\I"l'll\l':i
Pelaporan dan An
Transsksi Keuangan (PPATH)
sejak 2008 dan tantas disusun
ada 2012 Salah st hal wang
membual PPATR menyvusun-
nya, karena berdasarkan temu-
an lembaga ini; banvak pelako
tindak pidana per fan uang
yang berscmbunyt di balik harta
hekayaan berbentuk aset vang
tak dapat dikembalikan ke ne-
gars, [ osisi lain, cada ke-
LlNJ[)r,.m hukim yong hasus
ikon  dengan ULT Pe-
. Aset.

Belain itu, ada banyak buron
kasus Korupsi vang kabur ke

Tuar negeri, padahal sset hasil
kejahatan mercka bisa ditemuo-
kan, Mamun, saal ini peram-
pasan asel hasil kejahatan be-
g dilakukan karens ha-
iithan dengan tindak pi-
mereka lakukan,
* bur dan
asetnvr belum bisa disita se-
Tarma belum ada putusans peng
adilan,

Tunggu RKUHAP

Sementara it pimpinan dan
anggota DPR sudah menyata-
kan tak ingin  terburo-bura
membahas RUU. Perampasan
Aset. Mercka memilib menye-
lesaikan terlebih dahulu pem-
babasan Rancangan Kitab U n
dang-undang Hukum .
dana (REUIAP) vang di
Tan tuntas akhir tahun ini,

Ealah saturva seperti disam-
paikan oleh Ketua DPR Puan

Maharani, “Sesuai mekanisme-
nyva, kami akan  membahas
KUHAPR dulu, Kami akan myints
masukan pandangan dari se-
luruhnya,  Halau  tergesa-gesa,
naeti tidak sesuai dengan atur-
an wang ada. i menjadi ra-
wan,” Ljarnyi, Tiabu
2025},

Anggola Komisi 11 DPR dad
Friksi Partai Golkar, Bambang
Lomelalyi keterangan
s, jugn herpendapat, RUU
Perampasan  Asel perlu me-
nunggu RKUHP Pasalnya, jika
tidale UL pLJ'JI'Ilp{'-.I!'I Aset
rentan menjadi alat untuk me-
lakukan pemerasan oleh aparat
penegik hikum,

Z 1 penting untuk diga-
rishawahi bahwasanya KUHAPR
saal ind masih menvimpan po-

tensi dan  peluang  penvalah-
punaan kekuasaan oleh oknum
penegnk hukum,” Ratanva,

Mantan  Ketua MPR ini
menggambarkan  kerentanan

wvang akan terjadi jika BU

rampasan Aset dipaksak
sahkan tanpa menunggu RE-
UHAI"  adalah  sast  proses
menghitung besaran aset hasil
tindak pidana vang akan ditarik
negara. Dalam proses ini se
tidaknya terbuka peluang untuk
Eompromi tentang perhitungan
besar-kecilny yang akan
dirampas ne Jika olnum
petugas hersedia memperkecil
nilai yang akan ditarik pe
gara, kesediaan itu tak gratis,
Oknum |.K_LII}.,.L‘| tersebut harus
dikompensasi

“adi, pada isu tentang pe-
rampasan aset negarn vang di-
kuasai koraptor, perscalantyva
bukan miu ataw tidak mau, me-

lainkan adanya kepastian bah-
wa hak memmpas asct tindak
pidana itu pada saatowvs nanti
Liclak puinakan. Misalnya,
tidak  disalahgunakan  untuk
PRTC RIS pethilungan ni
lai aset, Kalau aset yang harus
dirampas bernilai W00, tetapi
hanya dibitung 10, bukankah
negara dan rakyal tetap diregi
kan?” paparnya,

Tak butuh KUHAP

bLh iknwva, peneliti dari Pu-
jian Anti Karupsi Uni-
H jah Mada (Pukat
UGM), Zaenur Rohman, ber-
pendapat, QUL Perampasan
Aset seharusnwa bisa dibahas
tanpa harus menunggu JREU
HAI" rampong, Pasalnya, RUL
Perampasan Asel  mengeina-

kan metode mon-conviction ho-
sed asset forfeltore atan pe
rmpasan npa pemidanaan,

"Perampasan tanpa pemida
naan tidak membutuhkan in-
strumen KULAR Jadi, scharus
nya hisa dibal
masalat wa, I
Aset tak masuk Prolegnas ]'I|
aritas 2025," tuturnya.

Oleh karena itu, ujar Zaenur,
cara untuk mempercepat pem
bahasan ni jalah dengan re-
siden mengeluarkan peraturan
pemerintah pengganti un-
dang-undang {perppu).

“Kalan dikeluarkan  perppu
oleh Presiden. masa persidang
an  berikutoyva wajib - untuk
membahas itw Apakah DPR se
tuju dengan perppu, maka akan
menjadi ULL Atau tidak setuju.
maks  kemudian nanti DPR
akan membahas sendird” ka-
Larva, (W10
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